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ABSTRAK

Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan
bahwa tujuan didirikannya Republik Indonesia adalah untuk memajukan
kesejahteraan bangsa. Dalam Pasal 34 Undang – Undang Dasar Negara Republik
Indonesia menyebutkan bahwa kesejahteraan rakyatlah yang paling utama, bukan
kemakmuran seorang saja. Pelayanan publik yang prima merupakan perwujudan
dari asas pemerintahan yang baik. Dari hasi penelitian yang dilakukan, diketahui
bahwa masyarakat yang dapat mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu
(SKTM) ada dua macam,yaitu masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan
masyrakat yang mampu. Dalam administrasi penerbitannya pelayanan yang
diberikan oleh pihak penyelenggara terdapat ketidak sesuaian dengan beberapa
asas yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
pelayanan Publik. Seperti kurangnya fasilitas yang terdapat di ruang tunggu
kantor Kelurahan Kalumbuk. Selain kendala yang timbul dari pihak
penyelenggara, saran yang dapat penulis kemukakan adalah diterbitkannya
Peraturan Daerah (PERDA) mengenai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
atau pihak kelurahan membuat suatu Prosedur tetap (Protap) tersendiri untuk
pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Disamping itu pihak
penyelenggara harus memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana serta lebih
peka terhadap masyarakat dalam melakukan pelayanan agar dapat meningkatkan
kualitas pelayanan yang efektif dan prima serta sesuai dengan asas – asas yang
terdapat dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik.


